
1 
 

   

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGO 

NOMOR 213 TAHUN 2019  

TENTANG 

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  

KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Probolinggo 

Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo 

khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat kedudukan dan struktur organisasinya mengalami 

perubahan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Probolinggo; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO. 

 
Pasal 1 

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan 

masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas, dijabat oleh pejabat 

fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. 

(2) UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :  

a. UPTD Puskesmas Kanigaran; 

b. UPTD Puskesmas Sukabumi; 

c. UPTD Puskesmas Jati; 

d. UPTD Puskesmas Kedopok; 

e. UPTD Puskesmas Ketapang; dan 

f. UPTD Puskesmas Wonoasih. 

(3) Kepala UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 

(4) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas, sebagaimana tercantum pada Lampiran 

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 2 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Puskesmas, mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya 

kecamatan sehat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 

Puskesmas, mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di 

wilayah kerjanya; dan 

b. penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di 

wilayah kerjanya. 

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

antara lain :  

a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan 

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;  

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;  

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan;  

d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang 

bekerjasama dengan sektor lain terkait;  

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya 

kesehatan berbasis masyarakat;  

f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;  

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;  

h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, 

dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan  

i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk 

dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan 

penyakit. 

(4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

antara lain :  

a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, 

berkesinambungan dan bermutu;  

b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya 

promotif dan preventif;  

c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat;  

d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan 

dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;  
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e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan 

kerja sama inter dan antar profesi;  

f. melaksanakan rekam medis;  

g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan 

akses Pelayanan Kesehatan;  

h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;  

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan  

j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem 

Rujukan. 

 
Pasal 3 

Dalam hal jabatan kepala UPTD Puskesmas belum ditetapkan sebagai jabatan 

fungsional, maka kepala UPTD Puskesmas tetap menjalankan tugasnya tanpa 

mengurangi hak dan kewajibannya sebagai kepala UPTD Puskesmas sampai 

dengan ditetapkan sebagai pejabat fungsional. 

 
Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku 

efektif mulai tanggal 2 Januari 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal  18 Desember 2019 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal      18 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 
BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 213 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 
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SALINAN LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 
NOMOR 213 TAHUN 2019 

TENTANG STRUKTUR UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

KEPALA UPTD 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

JABATAN FUNGSIONAL 

DAN JABATAN PELAKSANA 


